BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Mengingat

. a.

o 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran, pergeseran anggaran belanja dilakukan dengan
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan;

bahwa  beraasarkan surat permohonan pergeseran
anggaran belanja dari beberapa Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Karimun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun
Tahun Anggaran 2017.

Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/2096/PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PELALAWAN--KABUPATEN-ROKAN-HULU--KABUPATEN-ROKAN-HILIR--KABUPATEN-SIAK--KABUPATEN-KARIMUN--KABUPATEN-NATUNA--KABUPATEN-KUANTAN-SINGINGI--DAN-KOTA-BATAM/99uu053.PDF

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomro 5679);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5948);
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/33/KEUANGAN-NEGARA/03uu017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/57/PERBENDAHARAAN-NEGARA/04uu001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1799/PEMERIKSAAN-PENGELOLAAN-DAN-TANGGUNG-JAWAB-KEUANGAN-NEGARA/04uu015.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/74/SISTEM-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-NASIONAL/04uu025.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1815/PERIMBANGAN-KEUANGAN-ANTARA-PEMERINTAH-PUSAT-DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH/04uu033.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/261/STANDAR-AKUNTANSI-PEMERINTAHAN/pp24-2005.DOC
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/21244/ANGGARAN--PENDAPATAN-DAN-BELANJA--NEGARA-TAHUN-ANGGARAN--2017/16uu018.pdf
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13.

14.
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16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4475);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/273/PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-PEMERINTAH-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-24-TAHUN-2004-TENTANG-KEDUDUKAN-PROTOKOLER-DAN-KEUANGAN-PIMPINAN-DAN-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH/05pp037.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/281/DANA-PERIMBANGAN/05pp055.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2222/SISTEM-INFORMASI-KEUANGAN-DAERAH/05pp056.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2223/HIBAH-KEPADA-DAERAH/05pp057.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2224/PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH/05pp058b.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2229/PEDOMAN-PENYUSUNAN-DAN-PENERAPAN-STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL/05pp065.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/294/PELAPORAN-KEUANGAN-DAN-KINERJA-INSTANSI-PEMERINTAH/06pp008.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/9910/PENGADAAN-BARANG-JASA-PEMERINTAH/10pr054.pdf
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2005 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007  Nomor
19);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor S);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7y
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2016
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Karimun Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2016 Nomor 9);
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Menetapkan :
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Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 36);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Karimun Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2016 Nomor 17);

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2595 Tahun
2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 28
Desember 2016 tentang Penyempurnaan/Tanggapan Terhadap
Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Riau Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karimun Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan
Bupati Karimun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran
2017.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor
45), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

jdih.karimunkab.go.id
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1. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karimun Tahun Anggaran 2017 diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 April 2017

.g BUPATI KARIMUNA—

{ AUNUR RAFIO

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAE KABUPATEN KARIMUN

(

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 17

jdih.karimunkab.go.id



